BAB  II
GAMBARAN PELAYANAN 
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU 



A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen
Badan Penanaman Modal dan  Perizian Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu, dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
A.1. Tugas Pokok Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen
Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2014 Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu memiliki tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrsai dibidang penanaman modal dan perizinan secara terpadu.

A.2. Fungsi Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu memiliki fungsi:
1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja bidang pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan bidang penanaman modal dan perizinan terpadu;
3. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan penanaman modal; 
4. Pelaksanaan penyelenggaraan dan fasilitasi promosi dan kerjasama penanaman modal; 
5. Pelaksanaan penyediaan informasi potensi daerah  dan peluang usahadi bidang penanaman modal;
6. Pemberian pelayanan perizinan dalam rangka pelaksanaan penanaman modal; 
7. Pelaksanaan fasilitasi penanganan pengaduan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
8. Pemberian bimbingan dan penyuluhan serta pendidikan dan latihan di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu;
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu;
10.	Pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
11. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan dan kearsipan; dan
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A.3. Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2014  Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah, satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 111);
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan  Terpadu Kabupaten Kebumen merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang  perijinan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan  yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati  Kebumen melalui Sekretaris Daerah. Adapun Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan  Terpadu Kabupaten Kebumen terlihat dalam Gambar 2.1
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Badan Penanaman Modal dan  Perizinan Terpadu dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Badan, Kepala Bidang Penanaman Modal, Kepala Bidang Perizinan Perdagangan Industri dan Jasa Usaha, Kepala Bidang Perizinan Tertentu, Kasubbag Perencanaan, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Keuangan. Di tiap Bidang terdapat pembantu Kepala Bidang, antara lain Kasubbid Pengembangan dan Promosi dan Kasubbid Monitoring dan Evaluasi.  Adapun tugas dan fungsi masing-masing pejabat sebagaimana sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2014, sebagai berikut:

1. Kepala Badan
Kepala Badan mempunyai tugas untuk memimpin      pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanaman Modal dan  Perizinan Terpadu   dan fungsinya adalah:
a) Pelaksanaan penyusunan rencana dan program bidang penanaman modal dan perizinan terpadu;
b) Pelaksanaan kebijakan teknis pemberian bimbingan, pembinaan bidang penanaman modal dan perizinan terpadu;
c) Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan penanaman modal;
d) Penyelenggaraan fasilitasi promosi dan kerjasama penanaman modal;
e) Penyediaan informasi potensi daerah dan peluang usaha di bidang penanaman modal;
f) Pemberian pelayanan izin dalam rangka pelaksanaan penanaman modal;
g) Pelaksanaan fasilitasi penanganan pengaduan bidan penanaman modal dan perizinan;
h) Pemberian bimbingan dan penyuluhan serta diklat bidang penanaman modal dan perizinan terpadu;
i) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian bidang penanaman modal dan perizinan tertentu;
j) Pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
k) Pengelolaan administrasi umum yang meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan dan kearsipan;
l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tupoksinya. 
2. Sekretaris Badan
Sekretaris Badan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan kesekretariatan dan, mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi dibidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian kepada semua unsur dalam lingkungan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
3. Kepala Bidang Penanaman Modal
Mempunyai tugas pokok sebagaimana Perbup Nomor 60 Tahun 2014, yakni : 
a) Melaksanakan pendataan penanaman modal;
b) Menginventarisasi informasi dan penanganan pengaduan;
c) Melaporkan kegiatan bidang penanaman modal.
d) Adapun fungsinya adalah :
e) Penyusunan program kegiatan dan pengelolaan petunjuk teknis bidang penanaman modal;
f) Pengkoordinasian, fasilitasi, mediasi pelaksanaan promosi dan kerjasama penanaman modal
g) Pelaksanaan inventarisasi dan penyediaan data penanaman modal;
h) Pelaksanaan Sisten Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan Sistem Informasi Penanaman Modal (SIMPEDAL);
i) Pengendalian, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
j) Pelaksanaan penanganan pengaduan dan penyebarluasan informasi bidang penanaman modal.
4. Kepala Bidang Perizinan Industri Perdagangan, dan Jasa Usaha
Kepala Bidang Perizinan Industri Perdagangan, dan Jasa Usaha memiliki tugas pokok sebagai berikut :
a) Melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan validasi perizinan;
b) Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan;
c) Menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada bidangnya;
Adapun fungsi bidang ini adalah :
a) Penyusunan program kegiatan dan pengelolaan petunjuk teknis bidang perizinan perdagangan, Industri dan jasa usaha
b) Pengkoordinasian, fasilitasi, mediasi pelaksanaan kegiatan;
c) Pelaksanaan inventarisasi dan penyediaan data;
d) Pelaksanaan verifikasi, validasi, dan proses perizinan;
e) Pengendalian, pemantauan dan pelaporan kegiatan;
f) Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
5. Kepala Bidang Perizinan Tertentu
Kepala Bidang Perizinan Tertentu memiliki tugas pokok sebagai berikut :
a) Melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan validasi data perizinan tertentu;
b) Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan;
c) Menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada bidangnya;
Adapun fungsi Bidang ini adalah :
a) Penyusunan program kegiatan dan pengelolaan petunjuk teknis bidang perizinan perdagangan, Industri dan jasa usaha
b) Pengkoordinasian, fasilitasi, mediasi pelaksanaan kegiatan;
c) Pelaksanaan inventarisasi dan penyediaan data;
d) Pelaksanaan verifikasi, validasi, dan proses perizinan;
e) Pengendalian, pemantauan dan pelaporan kegiatan;
f) Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
6. Kasubbag Perencanaan
Kepala Sub Bagian Perencanaan memiliki tugas pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2014 yaitu : melaksanakan urusan perencanaan program kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
7. Kasubbag Keuangan
Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan meliputi akuntansi, penerimaan/pengeluaran kas, pembukuan dan pelaporan.
8. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan perlengkapan serta pembinaan organisasi, tata laksana dan administrasi di bidang kepegawaian.




B. Sumber Daya Badan Penanaman Modal dan  Perizinan Terpadu 

1. Sumber Daya Manusia
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta untuk mencapai sasaran dan kegiatan program Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen mulai tahun 2015, didukung oleh sumber daya manusia/pegawai sejumlah 26 orang dengan perincian:
a.  Status Kepegawaian
Pegawai  Negeri Sipil (PNS)		: 26 orang
Non PNS					:   2 orang		
b.  Pangkat/Golongan
Pembina	(IV/a)  			:   3 orang
Penata tingkat I		( III / d )	:   3 orang
Penata				( III / c )	:   7 orang
Penata Muda Tingkat I	( III / b )	:   6 orang
Penata Muda			( III / a )	:   2 orang
Pengatur Tingkat I		( II / d )	:   2 orang
Pengatur			( II / c )	:   1 orang
Pengatur Muda		( II / b )	:   2 orang
c.  Pendidikan
Strata 2 / Magister   ( S2 )		:   6  orang
Sarjana		( S1 )			: 10  orang
Sarjana Muda				:   3  orang
S L T A						:   6  orang

2. Perlengkapan.
Perlengkapan sebagai sarana kerja yang dimiliki SKPD Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen, keadaan pada bulan Juli 2015 ini yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari, dapat dilihat pada Tabel 2.1

	No
	Sarana/Prasarana
	Jml
	Kondisi
	Keterangan

	
	
	
	Baik
	Rusak R
	Rusak B
	

	1
	Gedung Kantor
	1
	Baik
	-
	-
	

	2
	Kendaraan roda 4
	3
	Baik
	-
	-
	

	3
	Kendaraan roda 2
	14
	Baik
	-
	-
	

	4
	Meja kerja 1 biro
	3
	Baik
	-
	-
	

	5
	Meja Kerja ½ biro
	23
	Baik
	-
	-
	

	6
	Meja rapat panjang + kaca
	4
	Baik
	-
	-
	

	7
	Meja karcis kecil
	2
	Baik
	-
	-
	

	8
	Meja pendaftaran perizinan
	1
	Baik
	-
	-
	

	9
	Meja Computer
	5
	Baik
	-
	-
	

	10
	Meja Kayu Tempat Telpon
	1
	Baik
	-
	-
	

	11
	Kursi Kayu Busa
	17
	Baik
	-
	-
	

	12
	Kursi Kayu Rotan
	3
	Baik
	-
	-
	

	13
	Kursi Rotan Besi
	26
	Baik
	-
	-
	

	14
	Kursi Tangan Busa
	1
	Baik
	-
	-
	

	15
	Kursi Kayu Panjang
	2
	Baik
	-
	-
	

	16
	Kursi Besi Busa Biru
	6
	Baik
	-
	-
	

	17
	Kursi Putar Computer
	1
	Baik
	-
	-
	

	18
	Kursi Putar Besi
	2
	Baik
	-
	-
	

	19
	Kursi Rotan Besar
	1
	Baik
	-
	-
	

	20
	Lemari Kayu 2 Pintu
	1
	Baik
	-
	-
	

	21
	Lemari Besi 2 Pintu
	3
	Baik
	-
	-
	

	22
	Lemari Sorok Kaca 2 Pintu
	2
	Baik
	-
	-
	

	23
	Filing Carbinet 3 laci
	3
	Baik
	-
	-
	

	24
	Filing Carbinet 4 laci
	3
	Baik
	-
	-
	

	25
	Mobile File Lufo
	1
	Baik
	-
	-
	

	26
	Rak Besi 2 Tk.
	1
	Baik
	-
	-
	

	27
	Rak Kayu 4 Tk.
	1
	Baik
	-
	-
	

	28
	Rak Kayu tempat Berkas
	1
	Baik
	-
	-
	

	29
	Telpon Lokal Putih
	2
	Baik
	-
	-
	

	30
	Telepon + Fax
	1
	Baik
	-
	-
	

	31
	Lap Top
	1
	Baik
	-
	-
	

	32
	Wireless
	1
	Baik
	-
	-
	

	33
	Computer PC Unit
	6
	Baik
	-
	4 RB
	

	34
	Printer Laserjet Multifungsi
	1
	Baik
	-
	-
	

	35
	Printer Dot Matrik
	2
	Baik
	-
	-
	

	36
	Monitor
	3
	Baik
	-
	-
	Hadiah dari BKPM

	37
	CPU
	3
	Baik
	-
	-
	

	38
	Printer HP Laserjet
	1
	Baik
	-
	-
	

	39
	UPS System Emerson
	3
	Baik
	-
	-
	

	40
	AMP Patch Cord 10 Feet Cat 5
	5
	Baik
	-
	-
	

	41
	Switch 8 Port
	1
	Baik
	-
	-
	Hadiah dari BKPM

	42
	Printer
	1
	Baik
	-
	-
	

	43
	Stavolt
	1
	Baik
	-
	-
	

	44
	LCD
	1
	Baik
	-
	-
	

	45
	CPU
	1
	Baik
	-
	-
	

	46
	Stabilizer
	1
	Baik
	-
	-
	Hadiah dari BKPM

	47
	LCD + Kabel Roll
	1
	Baik
	-
	-
	

	48
	Mesin Ketik Besar
	1
	Baik
	-
	-
	

	49
	A C
	4
	Baik
	-
	-
	

	50
	Camera Digital
	2
	Baik
	-
	-
	

	51
	Papan Jadwal Kegiatan K
	1
	Baik
	-
	-
	

	52
	Papan Jadwal Kegiatan B
	2
	Baik
	-
	-
	

	53
	Meja Kursi Tamu 1 set
	5
	Baik
	-
	-
	

	54
	Brankas
	1
	Baik
	-
	-
	

	55
	Dispenser
	1
	Baik
	-
	-
	

	56
	Alat Detektor Uang Palsu
	1
	Baik
	-
	-
	

	57
	Personal Computer
	1
	Baik
	-
	-
	

	58
	Digitizer
	1
	Baik
	-
	-
	

	59
	Printer Desk Jet
	1
	Baik
	-
	-
	

	60
	Scanner
	1
	Baik
	-
	-
	

	61
	Sofware GIS
	1
	Baik
	-
	-
	

	62
	Partisi + 1 Pintu
	1
	Baik
	-
	-
	

	63
	Canon (Canorsacan Lide 110)
	1
	Baik
	-
	-
	Hadiah dari BKPM

	64
	Laser Jet Pro P 1102
	1
	Baik
	-
	-
	

	65
	Pavillon PC HP
	1
	Baik
	-
	-
	

	66
	Stavol model SVC – 1000 N
	1
	Baik
	-
	-
	

	67
	A C
	2
	Baik
	-
	-
	

	68
	Stabilizer 500 N
	2
	Baik
	-
	-
	

	69
	Korden
	10 ps
	Baik
	-
	-
	

	70
	T V
	1
	Baik
	-
	-
	

	71
	Lemari 
	1
	Baik
	-
	-
	

	72
	Pengadaan Instalasi Listrik
Neon Box 23/5 80 Watt
	1
	Baik
	-
	-
	

	73
	Almari
	2
	Baik
	-
	-
	

	74
	Generator/Genset
	1
	Baik
	-
	
	

	75
	Meja Eleson II
	1
	Baik
	-
	-
	

	76
	Meja Eleson III
	4
	Baik
	-
	-
	

	77
	Meja Eselin IV
	1
	Baik
	-
	-
	

	78
	Meja Rapat
	2
	Baik
	-
	-
	

	79
	Kursi Rapat
	30
	Baik
	-
	-
	

	80
	Kursi Eselon IV
	2
	Baik
	-
	-
	

	81
	Kursi Eselon III
	4
	Baik
	-
	-
	

	82
	Kursi Eselon II
	1
	Baik
	-
	-
	

	83
	Kursi Eselon IV
	5
	Baik
	-
	-
	

	84
	Meja Eselon IV
	6
	Baik
	-
	-
	

	85
	Kursi Tunggu 4 Sandaran
	4
	Baik
	-
	-
	

	86
	Sound System
	1
	Baik
	-
	-
	

	87
	LCD ( Epson)
	1
	Baik
	-
	-
	

	88
	Lap Top
	4
	Baik
	-
	-
	

	89
	AC 5 PK
	8 Unit
	Baik
	-
	-
	

	90
	AC 2 PK
	4 Unit
	Baik
	-
	-
	

	91
	Papan Visual Elektronik Mesin
Antrian Pelayanan
	1 Paket
	Baik
	-
	-
	

	92
	Tambah Daya
	1 Paket
	Baik
	-
	-
	



Tabel. 2.1 Data Sarana dan Prasarana per bulan Juli 2015

C. Kinerja Pelayanan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
1. Capaian Kinerja Pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah
Sebagai institusi baru, yang sebelumnya bernama Kantor Pelayan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KPPT PM), dalam menjalankan tugas pelayanan, sistim pelayanan, prosedur maupun mekanisme masih mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 111 Tahun 2007 tentang Standar Pelayanan Minimal. Sedangkan dalam pelaksanaan penerbitan izin, menggunakan sistim terpadu, yaitu melibatkan dinas terkait untuk memberikan pertimbangan/rekomendasi teknis terkait dengan izin yang diminta pemohon.  



	No
	Indikator
Kinerja Utama
	Target IKK
	Target Renstra SKPD Tahun ke-
	Realisasi Capaian Tahun ke-
	Rasio Capaian Tahun ke-

	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	Jumlah Nilai Investasi
	100 %
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	120.055.512.000
	140.456.482.000
	180.014.000.000
	216.631.000.000
	324.436.000.000
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2
	Jumlah ijin yang masuk
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	5.135
	5.947
	4.394
	5.887
	7.034
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%



Tabel 2.2 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD




Sebagai panduan bagi masyarakat yang akan mengurus izin ,Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen menyediakan leaflet dan melaksanakan sosialisasi perizinan maupun pendataan untuk mengetahui potensi pelaku usaha sekaligus meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk mengurus izin. Selain itu, untuk  memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha dalam mengurus izin, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu menentukan prosedur  pengurusan izin sebagai berikut :
Prosedur Pengurusan Izin :
a. Pemohon pertama-tama datang untuk mendapatkan penjelasan mengenai syarat dan biaya perizinan ; 
b. Bagi pemohon yang sudah membawa berkas persyaratan secara lengkap dan tidak perlu peninjauan lapangan, perizinan dapat ditunggu ;
c. Bagi pemohon yang sudah membawa berkas dan diperlukan peninajauan lapangan, izin dapat diselesaikan dalam waktu 15 (limabelas) hari, setelah permohonan dinyatakan lengkap.;
d. Apabila seseorang, mengajukan permohonan izin, secara paket dapat diselesaikan dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah berkas lengkap (contoh : mengurus IMB, HO, SIUP, TDG dan TDI) sekaligus. 

Prosedur Investasi Daerah :
a. Calon investor melihat dan mempelajari potensi dan peluang usaha yang ada di daerah,
b. Setelah mempelajari dan berminat berinvestasi, calon investor mengajukan proposal  ke Bupati Kebumen, Cq.Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen,
c. Proposal yang masuk, diteliti, dipelajari dan dilakukan pengkajian oleh tim investasi kabupaten,
d. Setelah memenuhi persyaratan dan memenuhi ketantuan yang berlaku, maka dilakukan MoU (Memorandum of Understanding) antara Pemkab Kebumen dengan calon investor,
e. Setelah keluar MoU, maka calon investor mengurus perizinan dan setelah izin diterbitkan calon investor dapat memulai melakukan usahanya. 

Mekanisme pelayanan perizinan 

[image: mekanisme kppt 2]
   Gambar 2.2 Mekanisme  Pelayanan Perizinan







Mekanisme Investasi Daerah 

[image: ]
          Gambar 2.3 Mekanisme Investasi Daerah 


2. Realisasi Kinerja Pendanaan Pelayanan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen
Secara umum kinerja pendanaan pelayanan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 dapat dikategorikan baik. Rata-rata capaian realisasi anggaran belanja tidak langsung selama 5 tahun mencapai 92%. Belanja tidak langsung ini hanya digunakan untuk belanja pegawai yaitu gaji dan tunjangan. Sedangkan rata-rata capaian realisasi anggaran belanja langsung selama 5 tahun mencapai 90%. Belanja langsung ini digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja pegawai digunakan untuk honorarium kegiatan dengan rata-rata realisasi mencapai 96%. Rata-rata realisasi belanja barang dan jasa mencapai 96% dan rata-rata reslisasi belanja modal mencapai 77%.
Pendanaan pelayanan belanja tidak langsung menunjukan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan belanja langsung. Hal ini rutin dan sudah dapat direncanakan jumlah penerima serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhinya. Sedangkan belanja langsung khususnya belanja modal, karena pada proses belanja harga barang mengalami penurunan, sehinggga mengurangi penyerapan.
Gambaran kinerja pendanaan pelayanan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 5 (lima) tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel berikut.









Tabel. 2.3 Realisasi Anggaran Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015
[bookmark: _GoBack]
D.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 
Tantangan yang dihadapi oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen dalam upaya pengembangan pelayanan adalah tuntutan kecepatan dan ketepatan waktu dalam proses pelayanan perizinan. Hal ini selaras dengan perkembangan mobilitas pelaku usaha yang cenderung meningkat dan berbanding lurus dengan perkembangan teknologi informatika dan kemudahan akses internet.
Tantangan ini tentu harus disikapi dengan arif dan berupaya untuk merubah tantangan menjadi peluang dalam meningkatkan pelayanan publik yang sesuai dengan konteks kekinian. Salah satunya adalah memanfaatkan teknologi informatika.
Seiring dengan perkembangan teknologi informatika, dan guna meningkatkan pelayanan prima terhadap masyarakat khususnya pelaku usaha, terhitung mulai 01 Desember 2015, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu menerapkan pelayanan perizinan berbasis internet yang diberi nama SIPERI (Sistem Informasi Perizinan).
Layanan perizinan ini dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan, dimana bagi para pelaku usaha yang mengajukan izin, dapat mengakses informasi dan men-download form persyaratan perizinan dari rumah atau dari tempat lain yang terkoneksi dengan internet. 
Dengan pemanfaatan teknologi pula beberapa jenis layanan perizinan yang semula membutuhkan waktu beberapa hari, kini dapat dipangkas hanya dalam waktu 3 (tiga) jam, terhitung dari terpenuhinya berkas persyaratan perizinan.
Sebagai langkah awal, jenis layanan ini baru dapat dilayani untuk 14 (empat belas) jenis pelayanan, yang meliputi : 
· Izin Prinsip Non Penanaman Modal,	
· Izin Gangguan (HO),
· Izin Usaha Angkutan,
· Surat Izin Usaha Perdagangan,
· Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP),
· Izin Usaha Industri,
· Izin Tanda Daftar Industri,
· Izin Tanda Daftar Gudang (TDG),
· Izin Penggunaan Gedung Juang,
· Izin Penggunaan Stadion,
· Izin Penggunaan Alun-alun Kebumen,
· Izin Penggunaan Gedung Pertemuan,
· Izin Pemasangan Reklame,
· Izin Menempati Kios/Los.	
Sementara untuk 29 (dua puluh sembilan) jenis layanan perizinan lainnya belum dapat dilayani secara online. Hal ini dikarenakan keharusan adanya koordinasi dan rekomendasi dari institusi lain yang dimungkinkan belum memanfaatkan jaringan koneksi internet, khususnya yang berkaitan dengan rekomendasi layanan perizinan.
Meskipun demikian, jangka waktu pengurusan perizinan ke 29 jenis izin telah dipangkas, sehingga pengurusan izin lebih singkat/cepat selesai, (memerlukan waktu 3 s/d 7 hari).
Sedangkan peluang yang dimiliki oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen adalah adanya  potensi investasi yang belum tergali atau belum diketahui. Hal ini tentu memerlukan langkah-langkah positif berupa diseminasi informasi dan promosi peluang usaha di Kebumen.
Adanya peluang usaha di Kabupaten Kebumen, menjadikan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan instansi pemerintah maupun dunia usaha, serta membuat beberapa Program dan Kegiatan yang mendukung peluang tersebut, diantaranya:
1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan Kegiatan antara lain:
a. Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil Menengah,
b. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal,
c. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha,
b. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal,
c. Penyelenggaraan pameran investasi,
d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
a. Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah.
3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
b. Fasilitasi kemudahan perizinan pengembangan usaha,
c. Peningkatan pelayanan perizinan.
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2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 20112012201320142015 Angg Realisasi

1

a.Belanja 

Pegawai

970.263   1.155.349   1.242.944   1.255.924   1.630.803   951.295   1.063.286   1.152.143   1.205.687   1.344.661   98     92     93     96     82     1.251.057   1.143.414   92        

2

a.Belanja 

Pegawai

35.060     31.195        225.439     188.365      230.852     35.057     30.772       216.094      180.830      211.943     100    99     96     96     92     142.182      134.939     96        

b.Belanja 

Barang 

dan jasa

174.394   323.890      872.203     951.790      1.418.839   163.124   310.506     834.355      913.718      1.374.104   94     96     96     96     97     748.223      719.161     96        

c.Belanja 

Modal

56.600     -                2.599         122.040      288.123     51.077     -               2.599         117.158      280.037     90     -        100    96     97     93.872       90.174       77        
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Anggaran Tahun (Juta Rp) Realisasi Anggaran Tahun (Juta Rp) Rasio Capaian Tahun ke-(%) Rata-rata Pertumbuhan
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		No		Jenis Belanja				Anggaran Tahun (Juta Rp)										Realisasi Anggaran Tahun (Juta Rp)										Rasio Capaian Tahun ke-(%)										Rata-rata Pertumbuhan				Rata-rata Rasio Capaian (%)

								2011		2012		2013		2014		2015		2011		2012		2013		2014		2015		2011		2012		2013		2014		2015		Angg		Realisasi

		1		Belanja Tidak Langsung

				a.		Belanja Pegawai		970,263		1,155,349		1,242,944		1,255,924		1,630,803		951,295		1,063,286		1,152,143		1,205,687		1,344,661		98		92		93		96		82		1,251,057		1,143,414		92

		2		Belanja Langsung

				a.		Belanja Pegawai		35,060		31,195		225,439		188,365		230,852		35,057		30,772		216,094		180,830		211,943		100		99		96		96		92		142,182		134,939		96

				b.		Belanja Barang dan jasa		174,394		323,890		872,203		951,790		1,418,839		163,124		310,506		834,355		913,718		1,374,104		94		96		96		96		97		748,223		719,161		96

				c.		Belanja Modal		56,600		-		2,599		122,040		288,123		51,077		-		2,599		117,158		280,037		90		-		100		96		97		93,872		90,174		77










